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Laporan
Keuangan
Sudah Sesuai
Regulasi

SAMPIT, PPOST
Badan Pemeriksa Keuangan (BPI() RI per-
wakilan Kalteng mengapresiasi laporan per-
tanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
dana bantuan partai politik dari APBD Kotawar-
ingin Timur tahun 2021 yang telah sesuai aturan.
“Simpulan dari laporan hasil pemeriksaan

tersebut adalah bahwa semua sudah sesuai

dengan regulasi yang berlaku. Ada beberapa
masalah administrasi tapi tidak sampai men-
gubah simpulan tersebut,” kata ketua tim
pemeriksa dari BPK RI perwakilan Kalteng,
Dimas Septianto.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula rumah
jabatan bupati itu dihadiri Bupati Halikin-

nor, Wakil Bupati Irawati, Sekretaris Daerah

Fajrurrahman serta pimpinan 10 partai politik
penerima bantuan dari pemerintah daerah.

Dimas menyebutkan, ada 10 partai politik di
Kotawaringin Timur yang menerima bantuan
dari APBD setempat dengan total nilai sekitar
Rp809 juta. | Bantuan tersebut harus dipertang-
gung]awabkandan dilaporkan dengan baik oleh
masing-masing pengurus partai politik..

Dia mengapresiasi karena pengurus partai
politik telah menjalankan kewajibannya mem-
buat laporan pertanggungjawaban keuangan
dengan baik. Hal ini diharapkan terus di-
pertahankan dan ditingkatkan agar semakin
sempurna.

“Ada permasalahan tapi tidak terlalu krusial
sehingga tidak mengganggu simpulan, tapi
kami minta itu menjadi bahan evaluasi agar ke
depannya semakin baik,” saran Dimas.

Bupati Halikinnor menyampaikan terima
kasih dan apresiasinya kepada pengurus par-
tai politik yang telah menyampaikan laporan
pertanggung]awaban bantuan tersebut dengan

”Alhamduhllah berdasarkan audit BPK RI,
laporan pertanggungjawaban partai politik
sudah bagus. Memang ada sedikit masalah
administrasi namun bisa diperbaiki. Kami apr-
esiasi itu,” ujar Halikinnor.

Saat ini BPK-RI juga sedang melakukan

pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuan-
gan pemerintah daerah tahun 2021. Halikinnor
berharap hasilnya akan lebih bagus sehingga
bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian atau WTP.(ant/P6) -




